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PERATUIRAN BUPATI KATINGAT{
NOMOR : 4b TAHl..lN 2009

ENTANG

KETE:NTUAN DAN TATA CARA PEMANFAATAN HUTAhI HAK
DI WILAYA'H KATUPATEhI KATIT{GAN

Menimbang : a.

c.

Mengingat : '1.

b.

BUPATI KATINGXA]'{'

bahwa trerdasarkan Pera{urian Pemerintah Nomc,r t6 Tahun 2007
;;d; - plrsat 100 Avat (4), dirnungkinkan untuk kepada
perorangern atau badall r"rsaha untuk mengelola hutan 111 V'nq
LerpeOo'nran pemanfaatann,ya tiiatur deng-n Keputusan Menteri

Kehutanan;
bahwa Krabupaten Katingarr nteruSrakan daerah -yang. 

memiliki
ooiunli hutan hak yang"durpat dik,alola dan berrfungsi sebagai
irutan kon:servasi, lindung dern produi<si;

bahwa ur|tuk memenuhi dinraksud pada huruf (a) dan (b) diatas

[edu dite{.rapkan dengan Peraturan E:}upati Katingian'

undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
D;;i " pptiot<-Fot<ot< Agraria (Lembararr Neggra . Repukrlik

fnOonesia Tahun 1960 \omur' 104, Tambahian Lembaran
Negara Nomor 2013);

undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi
ilffiJr oavi n'[am Hayati dan-Ekosistemnya ( Lr>mbaran lgoara
n"ouUfif lnlonesia Tahun 1t)90 Non'or 49,Tanrt>ahan Lembaran
Negara N,ltTtor 3419);

Undang-UrndangNomorlETahun'i997Tentang??ja,kDaerch
Jan 

-CEtrifrusi -Daerih (t-ernbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 19117 Nomor 41, Tarmbahail Lembaran Negara..Negara
f.f o*oi. StieSi, iebagai'mana te-lalr_ diubah _ depgql Undang-
iinArno I'toni6r 34 iahun 2000 tr-entang Pajak Daerah dan

illjtnnlli f:iJran llembararr Negara RepuOtiX lndonesia.Tahun
ZOOO floniol ZqO,iambahan Lembaian Negara lrlornor 4048)l

Undang-Llndang Nomor 213 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan

Iiigkrigi^ r-fiOle (Lembaran Negara Reoublik lndonesia Tahun

Tbg? r.roljior OA, rrimna[in [ernUlran Negara lilomor 3699);

undano-Lindanq Nomor 5 Talrun 12002 Tentarrg Pembentukan
kaUup}ten Katiirgan, Kabupaterr Seruyan, Kabupaten guKamara,
kanubaten LamEndau, Kbbupaten Gunung Mas, Kabupaten
i;J[ii-" Filur, kiorpaten Muiung l?aya dan Kabupatel Barito

fiilii"Oi f;rouihsi (aiimantan Teng-ah (L-embaran Negara Republik
lnOonesla fanrn 2002 Nomor 18, 'i'dmbahan Lembaran Negara

Nomor 4180)'

Undang-Llndang Nomor 10 Tahun 2004 Tenta.ng Pemb^entukan
p;arrd penlnoang_Underngan (tr_embaran Neglara Republik
inOonesiu Tatrun 200"4 Nonroi 53, 'l-ambahan Lembaran Negara
Nomor 43{39);

Undang.LlndangNomorl$Tahurr2aa4.TentangPenetapan
P;;]rA; -peherintah Pengganti Undang-UnrJang Nomor

i t;i.1nr' :;loo+ lentang Perubdtian atas Undang-Un.d"ng, Nomor

+f tanuii-tgge TentEng l(ehutanian menjadi Undang-Undang
[Lembaran Negara n"[u"Ot;fo lndon*sia Tahun 20C4 Nomor 67,

Timbaharn Leribaran Negara Nomor .4401)',

4.

5.

6.

7.
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g. Undang-lJpdang Nomor 32'llahun 2004 Tentang Penrertntah Daereth (Lembaran

ttegari Ilepubik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lermharan Negara

Nomor 4437) sebagairnana telah diub,ah dengan tJndarrg-Undang Nlomor I Tahun

2005 Terntang peraluran Pemerintah Pengganti Undang-Unqtng Nqfor 3 Tahun

2005 Tentanli ReruUahan Atas Undang-Unclang l{omor 32 Tahun 2004 Tentang
pemenintahan Daerah Menjiadi Undang-Undang (Lo+mbaran Negiara Republik

lndonesicr Tahun 2005 Nomilr 108, Tambaharr Lembaran Negara lrlomor 4548)'

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nonrar 12 Tahun 12008 Tentang
perubahgn Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentarrg Pemerintah

Daerah rilembaran Negara Flepublik lndonesia Tahun 2008 Nomor I Tambahan

Lernbarar,r Negara Nomor 4844ili

g. Undang-iJndarrg Nomor 26 Terhun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 20rll7 Nomor 68, Tambahain Lembaran Negara Nomor
qz25l;

10. peraturarr Pemerintah Nlomor' 65 Tahun 2001 Tenrtang Pajak Daereth (Lembaran

Negara Ftepuhlik lndonesia Tiihun 2001 Nomor 1'18, l"ambahan Lemlbaran Negara

Nomor 4138);

1.1. peraturarr Penrerintah Nlomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Ftepuhlik lndonesia Tahun 2001 Nornor 119, l"ambahan Leml5aran Negara

Nomor 4139);

1p. peraturan Pemerintah Nomorr 16 Tahun 2A$4 Terrtanrg Penatagrunaan Tanah

(Lembar:rn Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nonror 45, Tamtralran Lembaran

Negara Nlomor a385);

18. peraturanr Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tenl,ang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun j2005 Nomon 14'0, Tambahan

Lembaratr Negara Nomor 457€t);

1,rt. peraturalr Penrerintah Nomor 65 Tahun 2005 l'entang Penyusunan dien Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndone:sia Tahun 2005

Nomon 1{i0, Trambahan Lembaran Negara Nomor4585);

15. peraturatr pemerintah lrnomor 6 Tahun 2007 Tentang fata Hutan cian Penyusunan

Rencana pengelolaan Hutan {$erta Pemanfaatan Hutan (Lembaran lr,legara Republik

lndonesi:l Tahun 2C07 Ncmor" i?2, Tambahan Lembarcn Nlegara Nomor 4696);

16. peraturan Pemerintah Nomo,r 38 Tahun 2AA7 Tentang Penrbagian Urusan
pemenintah antara Pemerintalr, Pemerintah Daerah Pror,rinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupatgn/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20C17 Nomor 82,

Tamhraharn Lembaran Negara hlomor 4737);

17. peraturalr Penrerintah Nomor,!16 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lenrbaran lrlegara Rrclpublik lndonesia Tahun 2fi08 Nomor'48);

18. peraturalr Daerah Nomor 3 T:rhun 2008 Tentang Pemlraglan Urusan Yang Menjadi

Kewerranigan Pemerintah Kr,rbupaterr Katingan (Lenlbanan Daeralr Kabupaten

Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

1g. peraturan Daerah I'lomor 5.r-ahun 2008 Tenterng Org:,lnlses! dan -1eta Ksrja Dines

Daerah l(abupaten Katingan (Lembaran Daerafr Kabup'aten Katingan Tahun 2008

Nomor 5l;

20. Keputu.rsln Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-ll/2003 Jo Penaturan Menteri

Keirutan:rnu Nomor P.18/Menhr.rt-ll/2005 Tentang Penatausahaan Hasil Hlutan.

2.!. peratural'r $,4enteri Kehutansn Nomor P.26lF.4enhut-l!/2005 Ter';tarrg Pedcman

Pemanfaatan [-'lutan Hak;

22. peraturarr Menteri Kehutanan flrlomor P.33iMenhut-ll/2007 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Kehuternan lrlomor P.Sl lhIenhut-l l/2006 Tentang Penggunaan

Surat Ke,terangan Asal Usu[ (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang

Berasal clari Hlutan Hak;
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Fasal 2

(1) Penunjulkan dan penetapan hutan hak dilaksirnal(an oleh tsupati atets suatu areal
tanah atau lahan masyarakat yang dimiliki oleh perorangan atau kloperasi yang
memiliki llukti alas titel atas tanah yang sah;

(2) Buktialars titel atas tanah adalah berulpa :

a. Sertifikat l.lak Milik, atau l-erter C, atau Girik, ettau surat keterangan lain yang diakui

oteh tladan Pertanahan Nasional sebagaidasar liepennilikan lahan; atau

b. Sertifikat Hak Pakai; atau

c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui serbagai bukti pengua$aan tanah atau

burkti kepemili[<an lainnYa.

(3) Untu$( mrsmperoleh sertifikat tanah, keadaan turnbuhlvelletasi tumbuh rli atas tanah
tersebut sudahr merupakan tanaman budidaya;

(e[) Penunjr.llil<an hutan hak didasiarkan pada Rencilna Tata Ruang Wilayiah Kabupaten' . 
(R1RWK) ataru berdasarkan 'Tata Guna Hutan Kesepakatan [['GHK) apabila peta

RTRWK kaburpaten Katingan <lan RTRWP Kalimantan Terngah belum definitif; 
*nz*+,*-t.r

($) Hutan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai hutan hak ar:jalah merniliki fungsi*ebaffi' ' 
kawasan konservasi, lindung d;an produksi, yang dapat b,rarupa hutan rakyat dan hutan
tanaman rakyat;

(6) Hutan Hetlk sehagaimana ayat,ll diatas, meliputi :

a. Hutarr hlak yang berada cli dalam kawasian lindung yang berfirngsi konservasi
ditunjuk sebagai hutan hak yang berfungsi korrservasi;

b. Hutarr hak yang berada deirlam kawasan lindr,mg yanl;1 ditunjuk sebagai hutan hak
yang berfungsi lindung;

c. Hutarr hak yang berada clikawasan budidaya ditunlr.rk sebagai hutan hak yang
berfungsi produksi.

BAB II

JENIS PEMI\hIFAATAN PAD/I\ H$'JTAN HAK

Pasal 3

('t) Jenis pemanfaatan hutan hak yang berfungsi konservasi dapat berupa pemungutian' ' hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan;

(t) pemanfaatan hutan hak yang berfungsi konsenrasi benrpa pemungutetn hasil hutan
bukan kayu, meliPuti :

a. Pengambilan hasil hutan rcttan

b. Pengambilan madu lebah
c. Pengambilan tanaman obal.obatan
d. Pengambilan buah dan ansaka hasil hutan lainnya
e. Perbttruan satwa yang tidali dilindungi

(3) Jenis pemanfaatan hutan hakt yang berfurrgsi konservasi berupa pemanfaatan jasa

lingkurngiln, meliPuti :

a. Usaha wisata alam
b. Usaha olahraga tantangan
c. tisaha pernanfaatan air
d. Usaha perdagangan carbon
e. Usaha penyelematan hutan dan lingkungan

Pasal 4

{1) Jenis pemanfaatan hutan frak yang.berfungsi lindung .dap.at berupa pemanfaatan
'"' lah,n, [gmungutan hasil hutan bukan kayu dah pemanfaatan jasa lingkungan;

(2) pemanfaatan hutan hak yang lrerfungsi lindung berupa pemanfaatan lah,an, meliputi :

a. Pemilnfaartan lahan dibawah iegakan
b. Usaha burlidaya tanaman obat
c. Usaha budidaYa tanaman lrias
d. Usaha burJidaYa jamur
e. Usaha burCidaya Perlebahan
f, Usaha budidaya sarang burung walet
g. Usaha hudidaya perbenihan tanaman hutan
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(3) Jenis Petnanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung benupa pemungutan hasil hutan
bukan kayu, meliputi :

a. Pengambilan rotan

b. Pengambilan madu lebah

c. Pengarnbilan buah dan aneka hasilhutan lainnya

d. Perburuan satwa liar yang tidak dilindungi

(4) Jenis pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindungl b,ErLrF€r pernanfaatan jasa
lingkungan, meliputi :

a. Ljsaha wisata alarn.

b. Usaha olahraga tantangan

c. Usaha pemanfaatan air

d. Usaha perdagangan carbon

e. Usaha penyelamatan hutan dan lingkungan.

Pasal 5
('l) Jenis pemanfaatan hutan hali yang berfungsi procluksi trerupa pernanfaatan hasil

hutan ka'1u, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan;
(2) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana pada ayat (1) diatas

meliputi kegiatan penyiapan lahan, pennbibitan, penanaman, pemeliharaan,
pengam€rnan, pemanenan atau penebangan dan pernasaran;

(3) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi lrerupa pemanfaatan hasil hutan

kayu, meliputi :

a. Usaha bu<lidaya tanaman l,iayu-kayuan sejenis.

b. Usaha budidaya tanaman l,iayu-kayuan carnpuran berbagaijenis.

c. Tanaman kayu-kayu sejenis dan campuran berbagai jenis yang dapat di

manfiaatkan untuk ditebang sebagaimana pada butir a dan b keputusan ini sesuai
jenis yang ditetapkan oleh Illlenteri Kehutanan.

(r[) Jenis peman{aatan hutan haik yang berfungsi produks,i berupa pemanfaatan hasil

hutan bukan klayu, meliputi :

a. Usaha burlidaya tanaman obat

b. Usaha budidaya tanaman hias

c. Usaha budidaya tanaman Pangan

d. Usaha budidaya tanaman penghasil buah, getah, min'yak atsiri

e. Usaha budidaya tanaman rultan dan bambu

f. Usaha budidaya tanaman jamur

g. Usaha budidaya Perlebahan

h. [.,lsaha budidaya sarang burung walet

i. Usaha burlldaya persuteraian alam

j. Usaha perbenihan tanaman hutan

k. Usaha penangkaran satwa

(5) Jenis pemanfaatan hutan halt yang berfungsi produksi berupa pemanfaatan jasa

Iingkungitn, meliputi :

a. Usaha wisata alam

b. Usaha olah raga tantangant

c. Lisaha pemanfaatan air

d. Usaha perdagangan carbon

e. [-Jsaha penyelamatan hutan dan lingkungan
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BAB III

$UBYEK DAN OBYEK

Pasal 6

(,n) subyek perizinan hutan hak adalah orang perseoran$an atau sekunnpulan orang' ' 
dalarn wrdah koperasi yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan hutan haldrakyat

sesuaifungsinya dan dilaktlkani pada kawasan yang diturujuk oleh Bupati:;

(Z) Obyek perizirran hutan hak arlalah lahan/tanah yarp terlah dibebani hak atas tanah' ' 
atau alas titel berupa sertifil,iat hak milik, hak guna usaha dan hak pakai yang

ditumbulri oleh pepohonan karyu yang ditanam atau tt.lmbuh secara alami dengan

luasan nninirnal 0,5 Hektar dan volume pohon minimal 10 meter kubik dan atau

lahan/tarrah kosong yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wlayah Kabupaten

(RTRWK) yang dislhkan atar.r berdasarkan Tatia Guna Hutan Kesepalkatan CfGHK)
apabita ieia CfnWK Kabuparten Katingan dan RTRWP Kalimantan l-engah belum

definitif, rnempunyai fungsi sebragai konservasi, lindung d,';n produksi;

(3) Sebelum peta RTRWK dan RT'RWP disetujui c,lanr disahkern obyek perizinan hutan hak,

tetap berpedornan pada Peta l'ata Guna Hutan Kesepakartan (TGHK)'

BAB IV

TATA CARA PENUhJJUKKAN }.{UTAhI HAK

Pasal 7

Penurrjul,kan lhutan hak diberikan kepada :

a. Perotangan
b. Sekelrompok orang dalam wadah koperasi

proses renuniukkan adalah laharVtanah yang telah dibebani hak melaluiltahapan
bide; ifivenla'riiasi hutan hak, pemetaan hutan hak dan penunjukkan hutan hak'

Pelaksanaan proses sebagaimana dimaks;ucl.. pada aySt ,2 a!0999{31 atas
permohonan peroranganlkop?rasi kepada Brrpati 

'el_engrgn 
tembusan Kepala Dinas

kenuiinln kaUupaten-dan Kepala Din'as Kehutarran Provinsiyang di[etmpiri :

a. peta lokasi areal yang diusulkan untuk ditetaprkan sebagai hutan hak dengan skala
1 : 50.000;

b. Bukti alas titeltanah;
c. Rencana pemanfaatan aftrs hasil hutan kavu/bukart kayu.dan jasa lingkungan

untuf kepclntingan budidayra dan pelestafi6n, rdaripemegang hak;

d. Fotocopy KTP yang disyalrkan oleh Lurah{(epala D'esa setempat kngj pemohon
peiieoidnEan dan AXta?erndirian Koperasi hagi sekoalompok orang dalam wadah
koperasi;

e. Surat pernryataan pemegan,g hak atas tumbulran dan satnra untuk us;aha budidayS
Oan idnanft<aran'satwdseria memiliki karateristik dan keraga[an LelpJa.t'lg lelal.!
O'penr.iri 6ten yang bersangkutan diatas kelrtai benneterai Rp. 6.000 diketahui
olbh tlamat dan Lurah/Kepala Desa setempat.

Pasal I
{1) Berdasarkan permohonan perc}rangan/koperasi, tsupati rrnemerintahkan Kepala Dinas
' ' kenuiin:rn Kabupaten untuk mdmbuai Pertinrbdngarr Teknis Penunjukkan dan

Penetapttn Hutan Hak;

(2) Dalarn nrembuat Pertimbangran Teknis Penunjukkan .,clan Penetapan Hutan Hak
'-' ieOigainrana ayat (1), DinafK.ehutanan Kabuptiten.melaksanakan tahapan kegiatan

melip-uti irrventaiisaii hutan hak dan pemetaan hutan hak;,

(3) lnventarir;asi hutan hak dilaksarrakan melalui survey menllenai keadaan fisik, flora dan
'-' iauna jrlrta kondisi sosial rakonomi masyaraliat seternpat dengarn melibatkan

pemegang hak;

(4) Tata cara in,uentarisasi hutanr hak, secara teknis dien'tur lebih lanjut oleh Dinas
Kehutanern KabuPaten.

{x)

(2:)

iJ)

I
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Pasal 9

Berdasarkan 6asil inventarisasi hutran hak dengan herperdoman pada l?encana Tata

Ruang 'ffilayah Kabupaten (RTRWK) atau berdasarkan Tata Guna Hulan

Keseflakatan- ffGHK] bpahilil peta RTRWI( Kabupaten Katingan dan- RTRWP

Kalimantian Tengah belum dr:rfinitif, selanjutnya oleh ffinas Kehutanern Kabupaten

Katingan menyiipkan peta hutan hak dan pentimbang;1an teknis penunjukkan dan

penetaparn hutan hak;

Berdasarkan pertimhangan 1[eknis dari Dinas Kehutinnan, Bupati nrenunjuk dan

menetapl<an hutan hak dimaksud sesuaifungsi dan jenis pemanfaatanrnya.

Pasal 10

(1) lzin pemianfaatan hutan hak clliiberikan untuk jangF? ryal,rty- 1 (satu) tahun .{a.n dapat' ' Oipeipanjang kembali melalui pertimbangan telcnis Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten;

{Z) Dalam pe;laksanaan pemanfaatan hutan hak, penrilik izin nnenyusun Bruku Bagan Kerja' ' Pemaniaatan Hutan Hak yang tiisahkan oleh Bupati;

(3) Dalam hal hr,rtan hak telah ditunjuk dan beradi? Ra.da tglan_ kosonrg serta telah di
'-' ta[uian kegiatan penghijauanr riraupun direbo,isa$i.. urltuk fungsi ko,nservasi dan

lindung, ma[er Penierin'lah Kabupaten akan memberikam insentif keparCa pemegang
hak;

(4) Pemberi;rn insentif sebagairniana ayat (3). bertujuan untuk memberikan motivasi' ' kepada l)emegang hak dan ertau masy3rakSt setempat baik secara perseorangan
mdripun'ketoripofi untuk mennpertahankan huian hdk ager dapat tetap berfungsi
lindung dan atau konservasi;

(Ei) lnsentif 'pang akan diberikan sebagaimana dirnaksud pada .ayat.(4), disesuaikan
'-' dengan ilrod'ram dan kernampruan Pemerintah Kabupailen dalam Anggaran Dinas

Kehutanatn KabuPaten;

(6) Besarny€t insentif yang cliberikian kepada perseorcngan nilaupun kelompok lebih lanjut' ' akan di-atun derngan Peraturan l3upati.

BAts V

HAK DAI{ KEVI'AJIBAN PEMEGANG HUTAN HAK

Pasal 11

(1) Pemegartg hutan hak nlempunyai hak untuk :

a. Mendapatfl<an PelaYanan
b. Menilrnati kualitas lingkungan
c. Memanfaettkan hutan sesuaifungsinya
d. Memperoleh insentif untuk yang mengadakan reEroisasi pada lahan kiosong

e. Menentukan bentuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan

f. Mendiapatfi<.an fasilisasi pernbangunan dan penguatan kelembagaan serta sistem
using,'nr,elatui : pendiimpingai, pelatihan, penyuluhan, penyedieran informasi,
sosialisasi dan bantuan modal.

(2) Pemegartg hak mempunyai ke'wajiban untuk :

a. Memulihkan, mempertahernkan dan meningkatkan fungsi htltan. dan lahan
ieningga diya dukung, prroduktifitas dan perannyil dalam mendukung sistem
penyangga "kehidupari ti,tap terjaga rniengacu F,ada ketentuan yang telah
ditetaPkan;

b. Melagukan pengamanan clan perlindungan terhadap hutan hak 
. 
dalam bentuk

pertinOungan Oai kebakaren huian, harna penyerkii dan 0tependutdukan atas hutan
hak (rkupasi);

c. Melalsanakan kegiatifi srsciro nyata dan me{akukan kegiatan sesuai dengan
renc€lna yang telah ditetaPkan;

d. Mem6ayar kewajiban PSDH terhadap hasil hutan ka.yu dan. non kayu yang
dipungdt berada'daiam hutan hak berasial dari alain dan tidak ditanam sendiri
(bukern hasit budidaYa);

(21)
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Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) atau retribusi daerah l;ainnya-terhadap

fuyu OJn""on kayu yang Olpirngut clari hutan hak, sesuai dranl;an Peraturan

f. Menanant dan memelihara tegakan/tanaman dan atau

hutan rak.yat sebagaifurngsi konrservasi dan lindung'

g. Memhanl]un dan menguatkan kelembagaan masyarakelt rnampu

sistern usaha dalam pemanfaatan hutan hak;

h. Membual. laponan pelaksanaan realisasi penebanglan. rdan atau pemtlngutan pada

pemarfuatan trrasil hutan kayu dan bukan kayr,l parda hutan hak.

Pasal 12

Fernegang hak untuk produt<si .berupa penranfaatan hasil hutan kayu dalam

rlJliXlinikern kegiatan peirenangan/pemirnenan diperkenankan menggunal<an peralatan,

mreliputi :

a. Peralatart angkutan manual atetu semi mekanis;

b, Peralatarr tebang dengan kampaUgergaji manual'

Memhayilr
hasil hutrtnr

Bupati;
satwa yang berada dalam areal

dan mandiri serta

BAB VI

LARANGAN

Pasal 13

(1) lzin pemanfaatan hutan hak tidak dapat dipindahtangankeirn dengan alasetn apapun;

(2) Dalanr pernnanfaatan hutan hak yang berfungsi konseruasr, dilarang untuk.:

a. Mengambll komoditas yetng menjadi ciri khas ilertentu dan fungsi pokok

pen$rwetan keanekaragafiran tumbuhan dan satwa serta ekosisternnya;

b. Menggunakan peralatan mq:rkanis dan berat;

c. Menebang Pohon;

d. Memllangun sarana dan prasarana permanen;

e. Mengganggu fungsi konservasi;

f. Mengurangi, rnenghilangkan fungsi dan luas hutan hak yang berfungsi konservasi;

g. Menambah jenis tumbuhan yang tidak asli'

Dalarn pelrnanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung, ditiarang untuk :

a. Menggunakan peralatan mc*anis dan berat;

b. Menebang Pohon;

c. Membangrun sarana dan prasarana permanerl;

d. Mengganggu fungsi lindunu;

e. Mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas hutan hak yang berfungsi lindung;

f. Mengubah bentangan hutan dan lindungan'

Dalam pelmanfaatan hutan hak yang berfungsi produ$tsi, clilarang untuk :

a. Menggunakan peralatan mrekanis dan berat;

b. Menebang pohon yang dilindungioleh Undang-Undarug;

c. Mene bang kayu dituar hutan hak yang ditelapkan;

d. Menebang kayu dibawah limit diameter 20 Cm;

e. Menebangl menggunakan c;hain saw;

f. Mengrgunaklan dokumen SKAU dan Surat Keterangan $ahnya [-{asil Hutan yang

bukatt kewenangannYa.

(3)

i4i)
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BAB VII
BEITAKHIRNYA PERIZI NAN

Pasal 14

Berakhirnya lzin Pernanfaatan Hutan Hak apahila :

a. BerakhirnYa rnasa izin;

b. Perrnoht>nan Pernilik izin;

c;. Dicahrut oteh pemberi izin sebagai sanksi'

BAB VIII
SANKSI

Fasal 15

(1) Apabila terjarli pelanggaran y.ang dilakukan o,leh pemegang perizinan lrutan hak atas

ketentuern yang iefafi"Aitentuka; dahrn peraturan.ini, tnaka Bupati dapat mencabut

penuiriuf<fri,n din penetapan l^rutan hak yang telarh diberikan;

(2) Dalam hal terjadi pelanggararl yang dilakukarr oleh pemegang perizlrtan hutan hak tas

ketentu;rn yr,rg t;l;n ilientul6n lalam peraturan-ini sJbagaimana dlimaksud pada

ayat (1), ,rat<a peneiipin sant<si berdasaikan Peraturan Pertrndang-unrJangan tsidang

Kehutanan tertaP beriaku.

BAB IX
PENUTUI)

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalarn Peraturan Bupati ini, sepanjang menlJeriai petunjuk

iuf.nir r*io.i rinci akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 1?

PeraturanrEupatilinimulaiberlakr-rpadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetalruiny.a,
ini dengan trnnenrpatannya dalant Berita

mernerintahkan pem gundan gan Penaturan Bupati

Daerah KabuPaten Katingan-

Ditetapkan di Kasongan
pa,:la tanggal, 51 l\gustus 2009
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Dlundangkarn di Kasongan
pada tangg;al, bt Agustus 2009
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